
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 . tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian, maka Tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu untuk 
ditinjau kembali; 

· .. · b. bahwa berdasarkan ketentuan ·Pasa.I .. 94- -Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi dapat ditinjau 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan 
penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

Menimbang 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

TENT ANG 

BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 8 "'I TAHUN 2022 



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah · (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Semarang. 
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

---> 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 12); 



Salinan sesuai dengan aslinya 
GIAN HUKUM 

SEKRET BUPATEN SEMARANG, 

DJAROT SUPRIYOTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 8~ 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal os- 10- to'\..~ 

NGESTI NUGRAHA 

ttd. 

BUPATI SEMARANG, 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal o s - , o - 'l. o 'L '1,; 

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB III 

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

TARIF 

BAB II 



No KOMPONEN VOL/SAT PERTAHUN STANDAR TOTALBIAYA 
BIAYA (Rp) 

(Rp) 
1 Perjalanan 4 orang 264 hari 150.000,00 158 .400. 000, 00 

dinas 
BBM 1 keg 264 hari 150.000,00 39.600.000,00 

Dalam Kabupaten Semarang berdiri sebanyak 288 ( dua ratus delapan puluh 
delapan ) menara telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing 
menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 
Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 4 
(empat) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per 
hari. 
Letak menara tersebar di dalam daerah maupun di luar daerah yang 
membutuhkan biaya transportasi cukup besar. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menetapkan belanja barang dan 
jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 

B. TARIF BARU 

No KOMPONEN VOL/SAT PERTAHUN STANDAR TOTALBIAYA 
BIAYA (Rp) 

(Rp) 
1 Transportasi 1 Tim 192 hari 450.000,00 86.400.000,00 

Uang Harian 4 192 hari 80.000,00 61.440.000,00 
ATK 1 tahun 1.500.0000,00 
Belanja modal 

2. TOTAL BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN 149.340.000,00 
BIAYA RATA-RATA ATAU TARIF PER MENARA / TAHUN 518.542,00 
(288 MENARA) 

PEMBULATAN 519.000,00 

A. TARIF LAMA 

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

LAMPI RAN 
PERATURANBUPATISEMARANG 
NOMOR 9'1 TAHUN 2022 
TENTANG 
TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 



No KOMPONEN VOL/SAT PERTAHUN STAND AR TOTALBIAYA 
BIAYA (Rp) 

(Rp) 
ATK 1 tahun 7.092.000,00 7.092.000,00 
Belanja modal 3 unit 115.482.000,00 115.482.000,00 

2. TOTAL BIAYA OPERASIONAL 316.974.000,00 
BIAYA RATA-RATA ATAU TARIF PER MENARA / TAHUN 1.100.604,00 
(288 MENARA) 

PEMBULATAN 1.100.000,00 


